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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

a hahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a dan huruf h

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki Kepaia
Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya rumah
tangga dan biaya penunjang operasional dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
hahwa agar biaya rumah tangga dan biaya pefhunjang
operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
kemanfaatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan hurui b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang biaya rumah tangga dan biaya penunjang
operasional Bupati dan Wakil Bupati;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 te ntang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Swiswesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 385]);
g:;izg(L?Sf£ Nlim:-a Iil’?Tahulr.l 2003 Tcn‘tang Keuangan
Nomor 47, TambahangLembaizrl:Db;: Indolgesm Tahun e
Nomor 4286); g i it
egara  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Noamor 43583);
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11.
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13,

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintan Pusat dan
Pemerintahan Daersh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang -~ Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan {Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomaor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 fentang
Pecmbinaan dan  Pengawasan atas Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090},

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576,
sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah
Nomor &5 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor $8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Kecuangan dan Kinerje Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Drersh Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupsaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tehun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890}
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengeloluan  Keuangan  Daerah,
scbagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 kedua dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011
(Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310},

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

21

22,

Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekrctariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Stal Ahli
Pemerintah  Kabupaten Pangkajene Dan Kepualuan
(Lembaran Daerah Taehun 2007 Nomor 10) sebagaimana
telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulanan Nomor 3 Tahun 2009 kedua
Peraturan Dacrah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 1 Tahun 2014 [ Lembaran Daerah Tahun 2014
Nomor 1);

Peraturan Dacrah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Orgamnisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Pemerintah  Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan (Lembaren Dserah Tabun 2007 Nomor 11)
sebagaimana tclah diubah kedua dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tabun
2012 ketign dengan Peraturan Dacrah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran
Deaerah Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Dacrah Pemerintah Kabupaten Pangkajene
Dan Kepulanan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12}



sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 3 Tahun
2014 {Lermnbaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3}

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok — pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor

11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA RUMAH TANGGA
DAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BARB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratufan Bupati int yang dimaksud dengan :

1.
2

3

Daerah adsiah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Pemerintah Dacrah adelah Bupati dan Perangkuat Daerah Scbagai Unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah;

Pemerintahun Daersh adalah penyclenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Dacrah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara
Kesstuan Repuhlik Indonesia schugaimana dimaksud dalam Undang-Undnng
Dasar Negara Republik indonesia Telun 1945;

Bupali adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauvan;

Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Dacrah Kabupatcn Pangkajene dan
Kepulauan;

Dewan Perwakilan Rakyat Deaerah yang sclanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

Bia)_ra rumsah tangga adalah biaya yang dipergunakan untuk membiayai
kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;

Biaye penunjang operasional adalah biaye untuk mendulcung pelaksanaan
tugas Bupati dan Walgl Bupati.

BABII

PENGANGGARAN
BAGIAN KESATU

Biaya Rumeh Tangga

Pasal 2

Penganggaran biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan l»

dalam belanja lalgsung yan

jasa.

g diuraikkan berdasarkan jenis belanja barang dn



Pasal 3

Biaye rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dituangkean pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepuluan,

Pasal 4

Besarnya biaya rumah tangegs Bupati dan Wakil Bupati ditctapkan secara
proporsional dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAGIAN KEDUA
Biaya Penunjang Operasional

Pasal 5

Penganggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati
dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan
jenis belanja pegawai.

Pasal 6

Biaya penunjang operasiona!l Bupati dan Waki Bupati dituangkan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati dan
Wakil Bupati.

Pasal 7

Besarnya biaya penunjang operagional Bupati den Wakil Bupad ditetapkan

berdasarkan klasifikasi dan rcalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

a. Sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah} paling rendah Rp.
125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar
3 % (tga per seratus).

b. Diatas Rp. 5.000.000.000,00 (ima milyar rupiah) sampai dengan Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah} dan paling tinggi sebesar 2 % {dua per
seratus).

c. Diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah} paling rendah Rp.
200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah} dan paling linggi sebesar 1,5 % (satu
koma lima per seratus).

d. Diatas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah} sampai dengan Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80 % (nol]
koma delapan puluh per seratus).

e, Diatas Rp. 50.000.000.000,00 {lima puiuh milyar rupiah) sampai dengan Rp.
150.000.000.000,00 (seratus hIma puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40 %
{nol koma empat puluh per seratus).

{ Diatas Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling
rendah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggl sehesar
0,15 % (nol koma lima belas per seratus).



Pasal 8

Dalain hal realisasi Pendapatan Asli Deereh pada akhir tahun anggaran telah
tercapai atau melampani target, sedangkan hiaya penunjang operasional Bupati
dan Wakil Bupati belum terserap danjatau belum cukup teranggarkan pada
tahurr anggaran berkenaan, maka kekurangan biaya penunjang operasional
Bupati dan Wakil Bupati dapat diserap danjatau dianggarkan pada tahun
anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal ¢

Sekretaris Daerah sebagai Kepala Satusn Kerja Perangkat Deerah menyuysun
anggaran biaye penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 7.

BABIII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAGIAN KESATU
Biaya Rumah Tangge

Pasal 10

Pengelolaan hiaya rumah tangga Bupeati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh
Sekretaris Dacrah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 11

Biaya rumah tanggs Bupeti dan Wakil Bupati dipergunakan untuk menunjang
kebituhan minimal terselenggaranya rumah tanggs Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 12

Pembagian alokasi biaya rumah tangga antara Bupati dan Wakil Bupati
ditetapkan dengan proporsi Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
setinp bulan untuk menunjung terselenggaranya rumah tangga Bupsti dan Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah} setiap bulan umtuk menunjang
terselenggaranya rumah tangga Wakil Bupati berdasarkan dana yang tersedia
dalam Arggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah setiap tahunnya.

BAGIAN KEDUA
Biaya Penunjang Dperasional

Pasal 13
Pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan

oleh Seckretaris Deerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal 14

Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dxpergunakan ‘unruk
mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Walkil Bupati sebagai berikut :
koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga-
lembaga lainnya;

penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;

pengamanan wilayah;

promosi daerah terkait dengan program kegiatan Pemerintah Daerah;

kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya; dan

sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan
social kemasyarakatan,

)

meQopg

Pasal 15

Pembagian alokasi biaya penunjang operasional antara Bupati dan Wakil Bupat
ditetapkan dengan proporsi 60 % fenam puluh per seratus) untuk mendukung
pelaksanaan tugas Bupati dan 40 % (empat puluh per seratus] untuk
mendukung pelaksanaan tugas Wakil Bupati.

Paaal 16

Penyusunan, pelaksanaan, tata usaha, akuntansi dan pertanggungjawaban biaya
penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan,

Ditetapkan di Pangkajene

pech taneel oS

PUPATI PANGKAJ N KEPULAUAN
i

pada ganggal
SE ARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
/ ANWARRECCA

BERITA DAERAH KABUP
S ATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2016






